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Abstract:  
Human trafficking involving transnational criminal organizations is a serious 

problem that requires global attention. This research investigates the modus 

operandi, strategies, and impact of transnational criminal organizations' 

involvement in human trafficking, as well as the effectiveness of law enforcement 

and victim protection efforts. Research methods use qualitative and quantitative 

approaches, including case studies, interviews, document analysis, and surveys. The 

results highlight the complexity of this phenomenon, the importance of cross-

national cooperation, and the detrimental impact on victims. In conclusion, joint 

efforts from governments, law enforcement agencies, NGOs and civil society are 

needed to overcome these challenges. Solidarity between nations is key in fighting 

transnational criminal organizations, underscoring the need for a collective 

response to protect human rights and ensure global peace. 

Abstract 

Perdagangan manusia yang melibatkan organisasi kriminal transnasional merupakan 

masalah serius yang memerlukan perhatian global. Penelitian ini menyelidiki modus 

operandi, strategi, dan dampak keterlibatan organisasi kriminal transnasional dalam 

perdagangan manusia, serta efektivitas upaya penegakan hukum dan perlindungan 

korban. Metode penelitian menggunakan pendekatan kualitatif dan kuantitatif, 

termasuk studi kasus, wawancara, analisis dokumen, dan survei. Hasilnya menyoroti 

kompleksitas fenomena ini, pentingnya kerjasama lintas negara, dan dampak 

merugikan bagi korban. Kesimpulannya, upaya bersama dari pemerintah, lembaga 

penegak hukum, LSM, dan masyarakat sipil diperlukan untuk mengatasi tantangan 

ini. Solidaritas antarnegara menjadi kunci dalam memerangi organisasi kriminal 

transnasional, menegaskan perlunya respons kolektif untuk melindungi hak asasi 

manusia dan memastikan perdamaian global 
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PENDAHULUAN 

Perdagangan manusia merupakan salah satu kejahatan yang meresahkan dunia karena melibatkan 

eksploitasi manusia untuk tujuan komersial. Dalam konteks kriminalitas transnasional, perdagangan 

manusia seringkali terkait dengan organisasi kriminal yang terorganisir dengan baik dan memiliki 

jaringan yang luas di berbagai negara. Pendahuluan ini akan membahas keterlibatan organisasi 

kriminal transnasional dalam jaringan perdagangan manusia, dengan menyoroti kompleksitas 

fenomena ini dan dampaknya terhadap korban yang rentan(Méndez, 2015). Organisasi kriminal 

transnasional yang terlibat dalam perdagangan manusia sering kali memiliki struktur hierarki yang 

terorganisir dengan baik, dengan peran dan tugas yang terbagi secara jelas di antara anggotanya. 

Mereka menggunakan teknik dan strategi canggih untuk merekrut, mengangkut, dan mengeksploitasi 

korban, serta untuk menyembunyikan jejak kejahatan mereka. Jaringan perdagangan manusia yang 

dikendalikan oleh organisasi kriminal transnasional ini dapat melintasi batas negara dengan mudah, 

memperumit upaya penegakan hukum dan perlindungan korban(Raya Kaligawe, 2016a). 

Dampak dari keterlibatan organisasi kriminal transnasional dalam perdagangan manusia sangat 

merugikan bagi korban yang terjebak dalam lingkaran eksploitasi. Korban sering kali mengalami 

kekerasan fisik, seksual, dan psikologis, serta kondisi kerja dan kehidupan yang tidak manusiawi. 

Mereka juga rentan terhadap penyakit, kekurangan gizi, dan kondisi kesehatan lainnya akibat kondisi 

kerja yang eksploitatif(Et. al., 2021). Di samping itu, korban juga sering kali mengalami trauma 

psikologis yang mendalam akibat pengalaman yang mereka alami. Upaya untuk memerangi 

keterlibatan organisasi kriminal transnasional dalam jaringan perdagangan manusia memerlukan kerja 

sama lintas negara yang kuat dan koordinasi yang efektif antara berbagai lembaga penegak hukum 
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dan organisasi non-pemerintah. Perlindungan terhadap korban, pencegahan perdagangan manusia, dan 

penuntutan pelaku merupakan beberapa aspek penting yang harus diperhatikan dalam upaya 

memberantas kejahatan ini(Yagci Sokat, 2022).  

Penelitian tentang keterlibatan organisasi kriminal transnasional dalam jaringan perdagangan 

manusia merupakan topik yang penting dan mendesak untuk diteliti. Permasalahan yang dihadapi 

adalah kompleksitas fenomena perdagangan manusia yang melibatkan jaringan kriminal yang 

terorganisir dengan baik, serta dampak yang merugikan bagi korban yang rentan. Organisasi kriminal 

transnasional ini menggunakan berbagai strategi canggih untuk merekrut, mengangkut, dan 

mengeksploitasi korban, sehingga menimbulkan ancaman serius terhadap keamanan dan 

kesejahteraan masyarakat global. 

Urgensi penelitian ini terletak pada perlunya pemahaman yang lebih mendalam tentang modus 

operandi organisasi kriminal transnasional dalam perdagangan manusia, serta upaya-upaya untuk 

memerangi dan mencegah kejahatan ini. Perdagangan manusia bukan hanya merupakan pelanggaran 

hak asasi manusia, tetapi juga merupakan ancaman terhadap keamanan dan stabilitas negara serta 

wilayah. Dengan memahami lebih lanjut bagaimana organisasi kriminal transnasional terlibat dalam 

jaringan perdagangan manusia, diharapkan langkah-langkah penegakan hukum dan perlindungan 

korban dapat ditingkatkan. 

Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengidentifikasi pola dan karakteristik keterlibatan 

organisasi kriminal transnasional dalam perdagangan manusia, serta untuk menganalisis dampaknya 

terhadap korban dan masyarakat. Melalui pemahaman yang lebih mendalam tentang fenomena ini, 

diharapkan penelitian ini dapat memberikan kontribusi dalam pengembangan kebijakan yang lebih 

efektif dalam memerangi perdagangan manusia, meningkatkan perlindungan terhadap korban, dan 

mengurangi korban yang terjebak dalam lingkaran eksploitasi. Selain itu, penelitian ini juga bertujuan 

untuk meningkatkan kesadaran masyarakat dan lembaga terkait tentang urgensi dan kepentingan 

penanggulangan perdagangan manusia yang melibatkan organisasi kriminal transnasional. 

 

LANDASAN TEORI 

Pada masa lalu, perdagangan orang merupakan simbol/status sosial, dimana orang yang 

mempunyai status sosial yangtinggi (ekonomi dan kekuasaan/politik) dipastikan mempunyai seorang 

budak/budak belian. Adapun yang dimaksud dengan “budak” adalah orang yang dibeli dan dijadikan 

budak, hamba, jongos. Setiap orang yang mempunyai budak akan dianggap memiliki kedudukan yang 

tinggi. Dari uraian diatas sudah jelas bahwa perdagangan orang telah sejak lama terjadi(Hebing et al., 

2023).  

Perdagangan Orang adalah tindakan perekrutan, pengangkutan, penampungan, pengiriman, 

pemindahan, atau penerimaan seseorang dengan ancaman kekerasan, penggunaan kekerasan, 

penculikan, penyekapan, pemalsuan, penipuan, penyalahgunaan kekuasaan atau posisi rentan, 

penjeratan utang atau memberi bayaran atau manfaat, sehingga memperoleh persetujuan dari orang 

yang memegang kendali atas orang lain tersebut, baik yang dilakukan di dalam negara maupun antar 

negara, untuk tujuan eksploitasi atau mengakibatkan orang tereksploitasi(Ortega et al., 2022). Tindak 

Pidana Perdagangan Orang adalah setiap tindakan atau serangkaian tindakan yang memenuhi unsur-

unsur tindak pidana yang ditentukan dalam Undang-Undang ini(Miller et al., 2021). 

 

METODE 

Metode penelitian yang akan digunakan dalam penelitian Penelitian ini memerlukan pendekatan 

yang komprehensif dan multi-dimensi untuk mengungkap pola dan karakteristik keterlibatan 

organisasi kriminal transnasional dalam perdagangan manusia. Pertama-tama, metode penelitian 

kualitatif studi kasus, wawancara mendalam, dan analisis dokumen akan digunakan untuk 

mendapatkan pemahaman yang mendalam tentang modus operandi organisasi kriminal transnasional, 

struktur jaringan, dan strategi yang digunakan dalam perdagangan manusia. Wawancara dengan para 

ahli, korban, aparat penegak hukum, dan pekerja sosial yang berinteraksi langsung dengan kasus 

perdagangan manusia juga dapat memberikan wawasan yang berharga dalam konteks ini. 

Selain itu, metode penelitian kuantitatif dapat digunakan untuk mengumpulkan data statistik dan 

mengidentifikasi tren yang berkaitan dengan perdagangan manusia yang melibatkan organisasi 
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kriminal transnasional. Survei terhadap korban, analisis data sekunder dari lembaga penegak hukum, 

dan penggunaan teknik analisis data statistik dapat memberikan pemahaman yang lebih luas tentang 

skala dan dampak dari kejahatan ini. Selain itu, pendekatan triangulasi yang menggabungkan data 

kualitatif dan kuantitatif juga dapat digunakan untuk memperkuat validitas temuan penelitian. 

Analisis data secara holistik dan komprehensif akan membantu dalam mengidentifikasi pola-pola 

yang mendasari keterlibatan organisasi kriminal transnasional dalam perdagangan manusia dan 

dampaknya terhadap korban. 

 

HASIL DAN PEMBAHASAN 

Modus Operandi Dan Strategi Yang Digunakan Oleh Organisasi Kriminal Transnasional 

Dalam Menjalankan Jaringan Perdagangan Manusia Di Tingkat Global 

Organisasi kriminal transnasional menggunakan berbagai modus operandi dan strategi yang 

kompleks dalam menjalankan jaringan perdagangan manusia di tingkat global. Salah satu modus 

operandi yang umum adalah merekrut korban melalui tipuan, pemaksaan, atau penculikan dengan 

janji-janji palsu tentang pekerjaan yang menjanjikan di luar negeri(Shamsudeen, 2022). Mereka juga 

sering menggunakan jaringan ilegal untuk mengangkut korban melintasi batas negara secara ilegal, 

dengan memanfaatkan celah dalam sistem keamanan dan imigrasi. Selain itu, organisasi kriminal 

transnasional sering kali menggunakan media sosial dan teknologi informasi untuk merekrut korban 

secara online, memperluas jangkauan jaringan mereka, dan menyembunyikan jejak 

kejahatan(Wardani & Yustitianingtyas, 2021). 

Strategi lain yang sering digunakan oleh organisasi kriminal transnasional dalam perdagangan 

manusia adalah memanfaatkan kerentanan korban, seperti kondisi ekonomi yang buruk, 

ketidakmampuan bahasa asing, atau kurangnya pengetahuan tentang hak-hak mereka. Mereka juga 

menggunakan ancaman, kekerasan fisik, dan pemerasan untuk memaksa korban bekerja tanpa bayaran 

atau dalam kondisi kerja yang eksploitatif. Selain itu, organisasi kriminal transnasional juga sering 

bekerja sama dengan pihak terkait, seperti pejabat korup, agen perjalanan ilegal, dan pengusaha tanpa 

hati nurani, untuk memfasilitasi perdagangan manusia dengan lancar di tingkat global(Sari et al., 

2021). 

Selain itu, organisasi kriminal transnasional cenderung memiliki struktur hierarkis yang 

terorganisir dengan baik, dengan peran yang jelas di antara anggotanya. Mereka menggunakan sistem 

komunikasi terenkripsi dan rahasia untuk mengkoordinasikan kegiatan perdagangan manusia mereka, 

serta menggunakan surat palsu dan identitas palsu untuk menyembunyikan jejak kejahatan. Mereka 

juga sering memiliki "pelindung" di berbagai tingkatan pemerintahan atau institusi, yang membantu 

melindungi kepentingan mereka dan menghalangi upaya penegakan hukum(Ilmih, 2017). Dengan 

memahami modus operandi dan strategi yang digunakan oleh organisasi kriminal transnasional dalam 

menjalankan jaringan perdagangan manusia di tingkat global, diharapkan langkah-langkah penegakan 

hukum dan perlindungan korban dapat ditingkatkan untuk mengatasi kejahatan ini yang merugikan 

banyak korban yang rentan. 

Dampak Keterlibatan Organisasi Kriminal Transnasional Dalam Perdagangan Manusia 

Terhadap Korban Yang Terjebak Dalam Jaringan Eksploitasi Ini 

Penegakan hukum dan perlindungan korban terhadap perdagangan manusia yang melibatkan 

organisasi kriminal transnasional merupakan upaya yang kompleks dan memerlukan kerjasama lintas 

negara yang kuat. Efektivitas upaya tersebut sangat dipengaruhi oleh sejumlah faktor, termasuk 

kerjasama internasional, peraturan hukum yang kuat, sumber daya yang memadai, dan kesadaran 

masyarakat.  Salah satu aspek penting dalam upaya penegakan hukum adalah kerjasama lintas 

negara(Raya Kaligawe, 2016b). Organisasi kriminal transnasional sering kali beroperasi di berbagai 

negara, sehingga kerjasama antarnegara menjadi krusial dalam memerangi kejahatan ini. Keterlibatan 

lembaga penegak hukum dari berbagai negara untuk saling bertukar informasi, koordinasi tindakan, 

dan menyusun strategi bersama sangat diperlukan untuk mengejar dan menghentikan jaringan 

perdagangan manusia yang melintasi batas-batas negara. 

Di sisi lain, perlindungan korban juga merupakan aspek yang penting dalam upaya memberantas 

perdagangan manusia. Korban perdagangan manusia sering kali mengalami trauma fisik dan 

psikologis yang serius, dan perlindungan yang adekuat sangat dibutuhkan untuk membantu mereka 
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pulih dan mendapatkan kehidupan yang lebih baik. Upaya perlindungan korban meliputi pelayanan 

kesehatan, bantuan psikologis, tempat perlindungan, serta bantuan hukum untuk memastikan bahwa 

korban mendapatkan keadilan. Namun, dalam upaya memberantas perdagangan manusia yang 

melibatkan organisasi kriminal transnasional, terdapat sejumlah hambatan utama yang dihadapi. 

Beberapa di antaranya adalah kurangnya sumber daya, korupsi di lembaga penegak hukum, 

kurangnya kesadaran masyarakat, dan kompleksitas perlintasan batas negara. Kurangnya koordinasi 

antar lembaga penegak hukum, perbedaan peraturan hukum antarnegara, serta minimnya pelatihan 

dan pemahaman tentang perdagangan manusia juga menjadi hambatan dalam upaya memberantas 

kejahatan ini. 

Dalam menghadapi hambatan-hambatan tersebut, diperlukan komitmen dan kerjasama yang kuat 

antara berbagai pihak, mulai dari pemerintah, lembaga penegak hukum, LSM, hingga masyarakat 

sipil. Penguatan kerjasama lintas negara, peningkatan kesadaran masyarakat, penegakan hukum yang 

tegas, serta perlindungan korban yang holistik menjadi kunci dalam memastikan efektivitas upaya 

penegakan hukum dan perlindungan korban terhadap perdagangan manusia yang melibatkan 

organisasi kriminal transnasional.  

Efektivitas Upaya Penegakan Hukum Dan Perlindungan Korban Terhadap Perdagangan 

Manusia Yang Melibatkan Organisasi Kriminal Transnasional, Serta Apa Hambatan Utama 

Yang Dihadapi Dalam Memberantas Kejahatan Ini 

Upaya penegakan hukum dan perlindungan korban terhadap perdagangan manusia yang 

melibatkan organisasi kriminal transnasional memiliki implikasi yang luas dan penting dalam konteks 

global. Implikasi dari upaya ini mencakup perlindungan hak asasi manusia, keadilan sosial, keamanan 

global, dan stabilitas ekonomi. Dengan berhasilnya upaya penegakan hukum, akan tercipta 

lingkungan yang lebih aman dan berkeadilan bagi individu yang rentan menjadi korban perdagangan 

manusia. Interpretasi dari upaya ini juga mencerminkan pentingnya kerjasama internasional dan 

solidaritas antarnegara dalam menghadapi ancaman kejahatan lintas batas. Dengan bekerja sama, 

negara-negara dapat saling mendukung dalam memberantas organisasi kriminal transnasional yang 

terlibat dalam perdagangan manusia, sehingga menciptakan efek jera bagi pelaku kejahatan sekaligus 

memberikan harapan bagi korban untuk mendapatkan keadilan dan pemulihan. 

Selain itu, upaya ini juga memberikan pesan bahwa perdagangan manusia bukan hanya masalah 

lokal, tetapi juga menjadi isu global yang memerlukan respons kolektif dari seluruh masyarakat 

internasional. Dengan demikian, interpretasi dari upaya ini menggarisbawahi pentingnya 

kesetiakawanan global dalam melindungi hak asasi manusia, mencegah eksploitasi individu, dan 

memastikan keberlangsungan perdamaian dan keadilan di tingkat internasional. 

 

SIMPULAN 

Kesimpulan dari upaya penegakan hukum dan perlindungan korban terhadap perdagangan 

manusia yang melibatkan organisasi kriminal transnasional menyoroti pentingnya kerjasama lintas 

negara, perlindungan korban yang holistik, dan kesadaran global terhadap masalah ini. Meskipun 

terdapat hambatan seperti kurangnya sumber daya, korupsi, dan kompleksitas perlintasan batas, 

komitmen bersama dari pemerintah, lembaga penegak hukum, LSM, dan masyarakat sipil diperlukan 

untuk mengatasi tantangan ini. Efektivitas upaya ini tidak hanya menciptakan lingkungan yang lebih 

aman bagi individu yang rentan, tetapi juga mencerminkan solidaritas antarnegara dalam menghadapi 

ancaman kejahatan lintas batas. Dengan bekerja sama secara kolektif, negara-negara dapat memerangi 

organisasi kriminal transnasional yang terlibat dalam perdagangan manusia, menegaskan bahwa ini 

bukan hanya masalah lokal, tetapi juga isu global yang membutuhkan respons bersama untuk 

melindungi hak asasi manusia dan memastikan keberlangsungan perdamaian dan keadilan 

internasional. 
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